KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN
ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012,
dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
16 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Angka Kreditnya memuat ketentuan Jabatan Fungsional
Assessor bagi Pegawai Negeri Sipil;

bahwa Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya
Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya bagi Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pertahanan belum diatur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Assessor
Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya bagi
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);



Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 469);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011
tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional
Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16
Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1287);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang
selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.

2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
Assessor dalam rangka pembinaan karier jabatan dan/atau pangkat.
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PNS Kementerian Pertahanan adalah PNS yang bekerja di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan TNI, yang pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri
Pertahanan.

Assessor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
penilaian Kompetensi Manajerial.

Assessee adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.

Assessor Meeting adalah pertemuan antara Assessor dan Administrator
untuk membahas nilai kompetensi Assessee yang dinilai oleh masing-
masing Assessor untuk diintegrasikan dalam rangka memutuskan hasil
akhir penilaian.

Penilaian Kompetensi Manajerial adalah suatu proses membandingkan
kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu
dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam
jabatan tertentu.

Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial
minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas
jabatan.

Metode Penilaian Kompetensi Sederhana adalah suatu proses penilaian
kompetensi dengan menggunakan alat ukur paling sedikit wawancara
kompetensi tingkat sederhana, psikotes dan/atau ditambah dengan paling
sedikit 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.

Metode Penilaian Kompetensi Sedang adalah suatu proses penilaian
kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat
sedang, psikotes dan paling sedikit 2 (dua) simulasi tingkat sedang.

Metode Penilaian Kompetensi Kompleks adalah suatu proses penilaian
kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat
kompleks, psikotes dan paling sedikit 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks.

Metode Penilaian Kompetensi Berkelanjutan adalah suatu proses penilaian
kompetensi dengan menggunakan metode selain sederhana, sedang dan
kompleks untuk mengantisipasi metode penilaian yang akan datang.

Alat Ukur adalah alat untuk menguji atau mengukur kualitas.

Psikotes adalah alat ukur yang menggunakan berbagai alat tes psikologi
yang sudah terstandar untuk melihat kecenderungan potensi kecerdasan
dan preferensi Assessee yang dapat dijadikan salah satu prediksi
keberhasilan pegawai dalam suatu pekerjaan.
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Simulasi adalah alat ukur kompetensi dengan menggunakan persoalan
yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata mungkin
muncul dalam tugas/pekerjaan sehari-hari.

Wawancara Kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan panduan
wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi
jabatan yang akan diduduki.

Kuesioner Kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan
yang akan diduduki.

Administrator adalah Assessor senior yang bertanggung jawab/mengepalai
pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center.

Umpan Balik adalah kegiatan penyampaian hasil kompetensi baik secara
langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (tertulis) baik kepada
instansi melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau peserta penilaian
(Assessee).

Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yang
bertugas menilai prestasi kerja Assessor.

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja
Assessor.

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK
adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh Assessor dan
telah diperhitungkan Angka Kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk
dinilai.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah pengakuan
formil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap Angka Kredit

Assessor setelah dilakukan penilaian.

Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK
adalah Berita acara mengenai PAK jabatan fungsional tersebut.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Assessor.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertahanan.



BAB 1I
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Assessor termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Assessor berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang penilaian Kompetensi Manajerial.

(2) Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang
telah berstatus sebagai PNS Kementerian Pertahanan.

Pasal 4
Assessor mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi

Manajerial berupa pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penilaian, pemanfaatan hasil penilaian dan pengembangan metode penilaian.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN
SATUAN KERJA KOORDINATOR PELAKSANA
Pasal 5

Badan Kepegawaian Negara merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Assessor.

Pasal 6

Biro Kepegawaian Setjen Kemhan merupakan Satuan Kerja Koordinator
Pelaksana Jabatan Fungsional Assessor di lingkungan Kemhan.

Pasal 7
Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Koordinator Pelaksana yaitu:

a. membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional
masing masing;

b. mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal Kemhan
dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan,;

C. mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal
Kemhan dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;

d. menerima usul PAK dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk
ditetapkan angka kreditnya; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

mengembalikan hasil PAK kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dalam hal
ini Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

BAB IV
TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai

Pasal 8

Tim Penilai terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Assessor sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

b. Tim Penilai Instansi yaitu Tim Penilai di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan TNI.

Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Assessor.

Tim Penilai Instansi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia dan Angkatan akan diatur lebih lanjut oleh Panglima Tentara
Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan masing-masing.

Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
pengesahannya ditetapkan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Unit Organisasi
Kementerian Pertahanan;

b. Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Unit
Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

C. Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat;

d. Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut; dan

e. Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Udara untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Udara.

Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia dan Angkatan belum dibentuk, penilaian Angka Kredit
dilaksanakan oleh Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kementerian
Pertahanan.



Bagian Kedua
Persyaratan Tim Penilai

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat
Assessor yang dinilai;

memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Assessor;
dan

dapat aktif melakukan penilaian.

Bagian Ketiga
Susunan Tim Penilai

Pasal 10
Susunan Anggota Tim Penilai Instansi terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi
penilaian kompetensi manajerial;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;
C. Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit
2 (dua) orang dari pejabat Fungsional Assessor.

Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi paling lama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah
melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat
dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Assessor, Anggota Tim Penilai
dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk
menilai prestasi kerja Assessor dan dapat aktif melakukan penilaian.

Apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling
singkat 6 (enam) bulan, Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian
Anggota Tim Penilai Instansi kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen
Kemhan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua
Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi
Pengganti.
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Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Assessor harus lebih
banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain
bukan Assessor.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai

Pasal 11

Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan mempunyai tugas pokok:

a. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan Angka Kredit
bagi Assessor Pertama sampai dengan Assessor Madya serta
memeriksa Angka Kredit Assessor Utama sebelum diteruskan kepada
Tim Penilai Pusat;

b. membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan Angka Kredit
Assessor Pertama sampai dengan Assessor Madya di lingkungan

Tentara Nasional Indonesia; dan

C. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tata Kerja Tim Penilai Instansi meliputi:

a. menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan
tugas;

b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;

C. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap Angka Kredit yang
diajukan;

d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif

Angka Kredit yang dinilai dalam BAPAK;
e. menandatangani BAPAK; dan

f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh Kepala Biro
Kepegawaian Setjen Kemhan.

Bagian Kelima
Sekretariat Tim Penilai

Pasal 12

Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang
kepegawaian paling rendah pejabat Eselon IV atau setara.
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(4)

(1)

(2)

(3)
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()

(1)

(2)

Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Pertahanan.

Tugas Sekretariat Tim Penilai yaitu memberikan bantuan pengelolaan
administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Satuan
Kerja Koordinator Pelaksana dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Setjen
Kemhan.

Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit
organisasi belum dibentuk, tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat
Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang ditunjuk
oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

Bagian Keempat
Tim Penilai Teknis

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim
Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana
Jabatan Fungsional Assessor.

Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri atas para ahli, dari personel PNS
atau personel Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kompetensi
teknis yang diperlukan.

Tim Penilai Teknis mempunyai tugas pokok untuk memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian
tertentu.

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari Ketua Tim Penilai dan bertanggung
jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai
Teknis pada masing-masing unit organisasi dan ketentuan lainnya yang

terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

BAB YV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 14

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Assessor yang dinilai untuk
mendapatkan angka kredit terdiri atas:

a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
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pendidikan;
pelaksanaan penilaian,;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan
hasil penilaian;

pengembangan metode penilaian; dan

pengembangan profesi.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.

mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional
bidang penilaian kompetensi manajerial;

keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor;

peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penilaian kompetensi
manajerial;

keanggotaan dalam organisasi profesi Assessor;
peran serta dalam pertemuan forum Assessor;
perolehan penghargaan/tanda jasa;
perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
penyiapan bahan dan/atau pemberian keterangan di bidang penilaian
kompetensi manajerial.
BAB VI

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan

Pasal 15

Jenjang Jabatan Fungsional Assessor dari yang paling rendah sampai
dengan paling tinggi yaitu:

a.

b.

C.

d.

Jabatan Fungsional Assessor Pertama;
Jabatan Fungsional Assessor Muda;
Jabatan Fungsional Assessor Madya; dan

Jabatan Fungsional Assessor Utama.

Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Assessor ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang dimiliki.
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(2)
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Bagian Kedua
Jenjang Pangkat

Pasal 16

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Assessor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1) huruf a, dari yang
paling rendah sampai dengan paling tinggi yaitu:

a. Assessor Pertama, Penata muda tingkat 1, golongan ruang III/b.
b. Assessor Muda, terdiri atas:
1) Penata, Golongan Ruang III/c; dan

2) Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
C. Assessor Madya, terdiri atas:

1) Pembina, Golongan Ruang IV/a;

2) Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV /b; dan

3) Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c
d. Assessor Utama, terdiri atas:

1) Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan

2) Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.
Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Assesor merupakan jenjang
pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
dimiliki.
Ketentuan mengenai angka kredit kumulatif minimal sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Nomor 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT
Pasal 17

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Assessor sesuai dengan jenjang
jabatan sebagai berikut :

a. kegiatan Jabatan Fungsional Assessor Pertama yaitu:
1. membuat jadwal pelaksanaan penilaian;

2. membuat jadwal tugas Assessor;
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membuat daftar kebutuhan jumlah soal dan formulir yang
akan digunakan;

mengumpulkan data/dokumentasi/bahan tentang instansi;
membuat perbandingan mengenai profil jabatan sejenis;

menyiapkan bahan pelaksanaan validasi kompetensi dengan
wawancara,;

melakukan wawancara/diskusi untuk menvalidasi konsep
kompetensi kepada pemangku Jabatan Fungsional Umum;

menyebarkan kuesioner validasi kompetensi;
mengolah data hasil kuesioner validasi kompetensi;
menentukan matrik simulasi berdasar kompetensi;
menyusun tabel daftar riwayat hidup Assessee;

menyiapkan alat/bahan psikotes berdasarkan sasaran
penilaian;

menyusun formulir penilaian simulasi;
membuat formulir rekapitulasi penilaian;
membuat kuesioner kompetensi;

menyusun formulir evaluasi penyelenggaraan penilaian
kompetensi sesuai kebutuhan;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan Diskusi
yang menggunakan metode sederhana;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan role play
yang menggunakan metode sederhana;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan presentasi
yang menggunakan metode sederhana;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi in tray/in basket yang menggunakan metode
sederhana;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi proposal writing yang menggunakan sederhana;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi diskusi yang menggunakan metode sederhana;
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34.

35.

36.

37.

38.
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memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi analisa kasus yang menggunakan metode sederhana,;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat role
play yang menggunakan metode sederhana;

Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi presentasi yang menggunakan metode sederhana;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi lainnya yang menggunakan metode sederhana;

melakukan wawancara kompetensi dengan menggunakan
metode sederhana,;

memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada
saat wawancara kompetensi yang menggunakan metode
sederhana;

elakukan integrasi data untuk menentukan nilai Assessee yang
menggunakan metode sederhana,;

melakukan Assessor meeting yang menggunakan metode
sederhana;

membuat laporan Assessee yang menggunakan metode
sederhana;

memberikan instruksi psikotes paling sedikit 3 (tiga) jenis
psikotes yang menggunakan metode sederhana;

memberikan instruksi psikotes antara 4 (empat) sampai dengan
6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;

memberikan instruksi psikotes di atas 6 (enam) jenis psikotes
yang menggunakan metode sederhana;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelakasanaan psikotes
paling sedikit 3 (tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode
sederhana;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
antara 4 (empat) sampai 6 (enam) jenis psikotes yang
menggunakan metode sederhana;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
di atas 6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan metode
sederhana;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee paling sedikit 3
(tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;



39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
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mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee antara 4 (empat)
sampai dengan 6 (enam) jenis yang menggunakan metode
sederhana;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee atas 6 (enam)
jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;

menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling
sedikit 3 (tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode
sederhana;

menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) jenis psikotes yang
menggunakan metode sederhana;

menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi di atas 6
(enam) jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;

memberikan instruksi psikotes paling sedikit 3 (tiga) jenis
psikotes yang menggunakan metode sedang;

memberikan instruksi psikotes antara 4 (empat) sampai 6
(enam) jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;

memberikan instruksi psikotes di atas 6 (enam) jenis psikotes
yang menggunakan metode sedang;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
paling sedikit 3 (tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode
sedang;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jenis psikotes yang
menggunakan metode sedang;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
di atas 6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan metode
sedang;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee paling sedikit 3
(tiga) jenis psikotes psikotes yang menggunakan metode sedang;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee antara 4 (empat)
sampai 6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan metode
sedang;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee di atas 6 (enam)
jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;

menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling
sedikit 3 (tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode
sedang;
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
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menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) jenis psikotes yang
menggunakan metode sedang;

menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi di atas 6
(enam) jenis yang menggunakan metode sedang;

memberikan instruksi psikotes paling sedikit 3 (tiga) jenis
psikotes yang menggunakan metode kompleks;

memberikan instruksi psikotes antara 4 (empat) sampai dengan
6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;

memberikan instruksi psikotes di atas 6 (enam) jenis psikotes
yang menggunakan metode kompleks;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
paling sedikit 3 (tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode
kompleks;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jenis psikotes yang
menggunakan metode kompleks;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan psikotes
di atas 6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan metode
kompleks;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee paling sedikit 3
(tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee antara 4 (empat)
sampai dengan 6 (enam) jenis psikotes yang menggunakan
metode kompleks;

mengolah data pelaksanaan psikotes Assessee di atas 6 (enam)
jenis yang menggunakan metode kompleks;

menginterpretasi data psikotes psikolog/psikologi paling sedikit
3 (tiga) jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks;

menginterpretasi data psikotes psikolog/psikologi antara 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) jenis yang menggunakan
metode kompleks;

menginterpretasi data psikotes psikolog/psikologi di atas 6
(enam) jenis yang menggunakan metode kompleks;

memberikan umpan balik kepada pejabat Pembina Kepegawaian
dengan membuat slide presentasi;
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70.
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72.

73.

74.

75.

76.
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memberikan umpan balik kepada pejabat Pembina kepegawaian
dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan Assessee
metode sederhana per S (lima) Assessee;

memberikan umpan balik secara tertulis kepada Assessee yang
dinilai dengan metode sederhana paling sedikit S (lima)
Assessee;

mereview formulir evaluasi setelah  pelaksanaan penilaian
kompetensi sesuai kebutuhan 5 (lima) Assessee;

mengambil data melalui kuesioner dalam rangka evaluasi
pelaksanaan penilaian kompetensi 10 (sepuluh) responden;

mengolah data kuesioner 10 (sepuluh) responden;
mengolah data wawancara 1 (satu) responden;
mengumpulkan bahan referensi; atau

melakukan uji coba psikotes yang telah dikembangkan kepada
responden;

kegiatan Jabatan Fungsional Assessor Muda yaitu:

1.

2.

10.

11.

12.

menjadi ketua tim pada metode sederhana;

merancang bentuk laporan sesuai permintaan instansi;
menganalisis peraturan dan data terkait dengan instansi;
menyusun kuesioner validasi kompetensi;

melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan fungsional tertentu;

melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep
kompetensi kepada pem angku jabatan struktural Eselon IV;

mengolah data hasil wawancara validasi;
menganalisis bahan untuk penyusunan simulasi;

menyusun konsep soal simulasi in tray/in basket sederhana
beserta pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi diskusi sederhana beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi diskusi sederhana beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi analisis kasus sederhana
beserta pedoman penilaiannya;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
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menyusun konsep soal simulasi role play sederhana beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi sederhana lainnya beserta
pedoman penilaiannya;

menentukan kompetensi yang akan digunakan dalam
pelaksanaan  penilaian dengan  menggunakan  metode
sederhana;

menentukan simulasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan
penilaian dengan menggunakan metode sederhana;

memimpin jalannya Assessor meeting sampai dengan
menentukan nilai final dari seorang Assessee dalam
pelaksanaan  penilaian dengan  menggunakan = metode
sederhana;

mereview laporan setiap Assessee secara keseluruhan per 50
(lima puluh) Assessee dalam pelaksanaan penilaian dengan
menggunakan metode sederhana;

mereview pengantar laporan dalam pelaksanaan penilaian
dengan menggunakan metode sederhana;

melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi
kepegawaian yang melaksanakan penilaian dengan
menggunakan metode sederhana;

memberikan evaluasi terhadap kinerja Assessor setelah
melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode
sederhana;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan diskusi
dengan menggunakan metode sedang;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan role play
dengan menggunakan metode sedang;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan presentasi
dengan menggunakan metode sedang;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi in tray/in basket dengan menggunakan metode
sedang;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi proposal writing dengan menggunakan metode sedang;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi diskusi dengan menggunakan metode sedang;
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30.

31.

32.

33.
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40.

41.

42.

43.

44.
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memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi analisis kasus dengan menggunakan metode sedang;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi role play dengan menggunakan metode sedang;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi presentasi dengan menggunakan metode sedang;

melakukan wawancara kompetensi pada pelaksanaan penilaian
dengan menggunakan metode sedang;

memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada
saat wawancara kompetensi dengan menggunakan metode
sedang;

melakukan integrasi data untuk menentukan nilai Assessee
dengan menggunakan metode sedang;

melakukan Assessor meeting untuk pelaksanaan penilaian
dengan menggunakan metode sedang;

membuat laporan Assessee untuk pelaksanaan penilaian
dengan menggunakan metode sedang;

memberikan umpan balik kepada Pembina Kepegawaian
Instansi dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan
Assessee dengan menggunakan metode sedang paling sedikit 5
(lima) Assessee;

memberikan umpan balik secara tertulis kepada Assessee yang
dinilai dengan metode sedang paling sedikit 5 (lima) Assessee;

memberikan umpan balik secara tertulis kepada Assessee yang
dinilai dengan metode kompleks paling sedikit 1 (satu)

Assessee;

menganalisis gabungan data kuisioner dengan data wawancara
(per-instansi);

mengumpulkan bahan-bahan dengan pembuatan kebijakan;

mengidentifikasi kebutuhan psikotes dalam perancangan dan
pengembangan psikotes;

menyusun  kerangka  teori dalam = perancangan dan
pengembangan psikotes;

menyusun metodologi dalam perancangan dan pengembangan
psikotes;

menyusun item-item tes dalam = perancangan dan
pengembangan psikotes;



45.
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49.
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53.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.
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62.
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melakukan validitas tampak dalam perancangan dan
pengembangan psikotes;

memperbaiki item-item tes pasca face validity dalam
perancangan dan pengembangan psikotes;

melakukan uji validitas dalam perancangan dan pengembangan
psikotes;

membuat norma dalam perancangan dan pengembangan
psikotes;

membuat konsep design simulasi untuk menggali kompetensi
dalam perancangan dan pengembangan simulasi;

mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan simulasi
dalam perancangan dan pengembangan simulasi;

mengumpulkan model-model simulasi dalam perancangan dan
pengembangan simulasi;

melakukan validasi kerangka simulasi dalam perancangan dan
pengembangan psikotes;

memperbaiki kerangka simulasi dalam perancangan dan
pengembangan simulasi;

menyusun draft simulasi dan instruksi dalam perancangan dan
pengembangan simulasi;

melakukan wuji coba simulasi dalam perancangan dan
pengembangan simulasi;

memperbaiki draft simulasi dan instruksi dalam perancangan
dan pengembangan simulasi;

memperbaiki formulir penilaian simulasi berdasarkan hasil uji
coba dalam perancangan dan pengembangan simulasi;

membuat panduan yang baku untuk simulasi dalam
perancangan dan pengembangan simulasi;

mengidentifikasi  jenis-jenis metode yang ada dalam
penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;

studi literatur dalam penyusunan kebijakan metode penilaian
kompetensi;

melakukan kajian dalam penyusunan kebijakan metode
penilaian kompetensi; atau

memperbaiki draft kebijakan dalam penyusunan kebijakan
metode penilaian kompetensi.
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kegiatan Jabatan Fungsional Assessor Madya yaitu:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

menjadi ketua tim untuk metode sedang;

melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan struktural Eselon III;

menggabungkan data hasil validasi keseluruhan;

menyusun konsep soal simulasi in tray sedang beserta pedoman
penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi proposal writing sedang beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi diskusi sedang beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi analisis kasus sedang beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi role play sedang beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi sedang lainnya beserta
pedoman penilaiannya;

mengoreksi kuesioner kompetensi;

menentukan kompetensi yang akan digunakan dalam penilaian
kompetensi dengan menggunakan metode sedang;

menentukan simulasi yang akan digunakan dalam penilaian
kompetensi dengan menggunakan metode sedang;

memimpin jalannya Assessor meeting sampai dengan
menentukan nilai final dari seorang Assessee pada pelaksanaan
penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang;

mereview laporan setiap Assessee secara keseluruhan per 30
(tiga puluh) Assessee dengan menggunakan metode sedang;

mereview pengantar laporan dengan menggunakan metode
sedang;

melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi
kepegawaian dengan menggunakan metode sedang;

memberikan evaluasi terhadap kinerja Assessor setelah
melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode
sedang;
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29.

30.

31.
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mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan diskusi
dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode
kompleks;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan role play
dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode
kompleks;

mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan presentasi
dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode
kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi in tray/in basket dalam pelaksanaan penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi proposal writing dalam pelaksanaan penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi diskusi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi analisis kasus dalam pelaksanaan penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi role play dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi presentasi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
simulasi lainnya dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
dengan metode kompleks;

melakukan wawancara kompetensi dalam pelaksanaan
penilaian kompetensi dengan metode kompleks;

memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat
wawancara kompetensi dalam = pelaksanaan = penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;

melakukan integrasi data untuk menentukan nilai Assessee
dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode
kompleks;

melakukan Assessor meeting dalam pelaksanaan penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;
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48.

49.
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membuat laporan Assessee dalam pelaksanaan penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;

memberikan umpan balik kepada pejabat Pembina kepegawaian
dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan Assessee
dengan metode kompleks paling sedikit 1 (satu) Assessee;

memberikan umpan balik secara lisan kepada Assessee yang
dinilai dengan metode sederhana;

memberikan umpan balik secara lisan kepada Assessee yang
dinilai dengan metode sedang;

melakukan wawancara dalam rangka evaluasi pelaksanaan
penilaian kompetensi paling sedikit 1 (satu) responden;

membuat rekomendasi kepada unit pengguna dalam rangka
evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (per-instansi);

mengendalikan mutu kompetensi dalam penilaian dengan
metode sederhana,;

mengendalikan mutu simulasi dalam penilaian dengan metode
sederhana;

mengendalikan mutu laporan dalam penilaian dengan metode
sederhana;

membuat  rancangan pengembangan psikotes dalam
perancangan dan pengembangan psikotes;

menetapkan psikotes dalam perancangan dan pengembangan
psikotes;

mengidentifikasi  kebutuhan  simulasi untuk  menggali
kompetensi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;

membuat kerangka simulasi dalam perancangan dan
pengembangan simulasi;

menetapkan simulasi dalam perancangan dan pengembangan
simulasi;

melakukan studi banding dalam rangka penyusunan kebijakan
metode penilaian kompetensi;

melakukan validasi kerangka kajian dalam rangka penyusunan
kebijakan metode penilaian kompetensi;

melakukan validasi draft kebijakan dalam rangka penyusunan
kebijakan metode penilaian kompetensi; atau

melakukan sosialisasi kebijakan dalam rangka penyusunan
kebijakan metode penilaian kompetensi;
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kegiatan Jabatan Fungsional Assessor Utama yaitu:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

menjadi ketua tim pada metode kompleks;

melakukan wawancara substansi kepada pihak instansi
pengguna;

menentukan target validator;
menetapkan kuesioner validasi kompetensi;

melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan struktural Eselon II;

melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan struktural Eselon I;

mereview model kompetensi jabatan;

menyusun konsep soal simulasi in tray/in basket kompleks
beserta pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi proposal writing kompleks
beserta pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi diskusi kompleks beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi analisis kasus kompleks
beserta pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi role play kompleks beserta
pedoman penilaiannya;

menyusun konsep soal simulasi kompleks lainnya beserta
pedoman penilaiannya;

menetapkan konsep soal simulasi;

memberikan pengarahan kepada Assessor (sebelum melakukan
penilaian);

menentukan kompetensi yang akan digunakan pada
pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;

menentukan simulasi yang akan digunakan pada pelaksanaan
penilaian dengan menggunakan metode kompleks;

memimpin jalannya Assessor meeting sampai dengan
menentukan nilai final dari seorang Assessee pada pelaksanaan
penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
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34.

35.
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mereview laporan setiap Assessee secara keseluruhan per 6
(enam) Assessee pada pelaksanaan penilaian dengan
menggunakan metode kompleks;

mereview pengantar laporan pada pelaksanaan penilaian
dengan menggunakan metode kompleks;

melakukan presentasi hasil kepada Pembina instansi
kepegawaian pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan
metode kompleks;

memberikan evaluasi terhadap kinerja Assessor setelah
melakukan penilaian kompetensi pada pelaksanaan penilaian

dengan menggunakan metode kompleks;

memberikan umpan balik secara lisan kepada Assessee yang
dinilai dengan metode kompleks;

membuat kebijakan berdasarkan monitoring evaluasi;

membuat kebijakan berdasarkan monitoring evaluasi validasi
konsep kebijakan monitoring evaluasi,

membuat kebijakan berdasarkan hasil monitoring evaluasi
kebijakan monitoring evaluasi;

mengendalikan mutu kompetensi dengan menggunakan metode
sedang;

mengendalikan mutu kompetensi dengan menggunakan metode
kompleks;

mengendalikan mutu simulasi dengan menggunakan metode
sedang;

mengendalikan mutu simulasi dengan menggunakan metode
kompleks;

mengendalikan mutu laporan dengan menggunakan metode
sedang;

mengendalikan mutu laporan dengan menggunakan metode
kompleks;

memberikan bimbingan terhadap Assessor;

membuat kerangka kajian pada penyusunan kebijakan metode
penilaian kompetensi;

menyusun draft kebijakan pada penyusunan kebijakan metode
penilaian kompetensi;



(2)

(3)
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36. menetapkan kebijakan pada penyusunan kebijakan metode
penilaian kompetensi; atau

37. menyusun kebijakan sistem pengelolaan database hasil
penilaian.

Assessor Pertama sampai dengan Assessor Utama yang melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Assessor diberikan
nilai Angka Kredit didalam Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Assessor
Sumber Daya Manusia Aparatur.

Ketentuan mengenai Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Assessor
Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 18

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Assessor yang sesuai dengan jenjang
jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1);

a.

Assessor lain yang berada di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan

apabila tidak terdapat Assessor lain yang dapat melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengikutsertakan Assessor
dari instansi lain sesuai dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

Pasal 19

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ditetapkan sebagai berikut:

a.

(1)

Assessor yang melaksanakan tugas Assessor satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan; dan

Assessor yang melaksanakan tugas Assessor di bawah jenjang jabatannya,
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari
setiap butir kegiatan.

Pasal 20

Jumlah Angka Kredit kumulatif paling sedikit harus dipenuhi oleh setiap
PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat
Assessor, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur utama, termasuk didalamnya paling rendah 30% (tiga puluh
persen) Angka Kredit harus berasal dari unsur pengembangan dan
pelaksanaan diklat di instansinya; dan



(2)

(3)

(4)

()

(1)

26

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur
penunjang.

Assessor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat berikutnya;

Assessor yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang
didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur pengembangan dan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Apabila kelebihan jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memenuhi jumlah Angka Kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat
atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, Assessor yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah
Angka Kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan

b. setiap unsur penilaian dalam Prestasi Kerja Pegawai paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Assessor yang telah mencapai Angka Kredit wuntuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan
mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan unsur pengembangan dan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Assessor Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b sampai dengan Assessor Utama pangkat Pembina
Utama golongan ruang IV/e, dari Angka Kredit kumulatif yang disyaratkan
paling sedikit 12 (dua belas) Angka Kredit harus berasal dari kegiatan
pengembangan profesi.

Assessor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun
sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan
Angka Kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dari kegiatan unsur
pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Assessor yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang
penilaian kompetensi manajerial diberikan Angka Kredit dengan ketentuan
sebagai berikut:
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a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kreditnya
sebesar 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40%
(empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kreditnya
sebesar 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-
masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

C. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka
Kreditnya sebesar 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan
masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit

Pasal 22

Penilaian terhadap Angka Kredit Assessor dilakukan paling singkat 1 (satu)
tahun sekali.

PAK Assessor dilakukan atas perhitungan Assessor yang bersangkutan
sebagai dasar DUPAK Assessor Sumber Daya Manusia.

Ketentuan mengenai DUPAK Assessor Sumber Daya Manusia dibuat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 3 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia maupun masing-masing Angkatan
membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Ketentuan mengenai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Nomor 4 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia maupun masing-masing Angkatan,
membuat Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan.
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Ketentuan mengenai Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 5 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia maupun masing-masing Angkatan,
membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.

Ketentuan mengenai Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan harus
dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 6 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi berupa BAPAK yang selanjutnya
disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

DUPAK yang ditetapkan menjadi PAK, dibuat sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Nomor 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara apabila yang
bersangkutan berada di daerah; dan

b. tembusan disampaikan kepada:

1. Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes Tentara Nasional
Indonesia atau Angkatan;

2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;

3. Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;

4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
5. Assessor yang bersangkutan;

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Setiap usul PAK Assessor harus dinilai secara saksama dan objektif oleh
Tim Penilai.
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PAK jabatan fungsional Assessor ditetapkan berdasarkan penilaian DUPAK
oleh Tim Penilai.

Setiap usul PAK jabatan fungsional Assessor, dilampiri persyaratan sebagai
berikut:

a.

surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan
Assessor dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Nomor 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan Penilaian dan Kompetensi
Manajerial Assessor dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Nomor 9 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penilaian Dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Assessor dan
bukti fisiknya dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor
10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan Pengembangan Metode
Penilaian Assessor dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Nomor 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan Pengembangan Profesi
Assessor dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Nomor 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan Penunjang Tugas Assessor
dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Nomor 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan dan/atau keterangan penghargaan yang pernah
diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

PAK untuk kenaikan pangkat oleh pejabat yang berwenang, ditetapkan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS,
sebagai berikut:

a.

untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling
lambat pada bulan September tahun sebelumnya; dan

untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit paling lambat
pada bulan Maret tahun berjalan.
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Dalam hal pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka
kreditsebagaimana pada ayat (4) berhalangan, PAK didelegasikan kepada
pejabat yang setingkat secara fungsional bertanggung jawab di bidang
manajemen.

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka
kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Assessor diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan.

Pasal 28

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit jabatan fungsional
Assessor yaitu Pimpinan Instansi paling rendah Pejabat Eselon II yang
ditunjuk atau Pimpinan Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada instansi
tersebut.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Dalam hal Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia dan Angkatan belum ditetapkan, PAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator
Pelaksana Unit Organisasi Kemhan.

Pasal 29

Usul PAK Jabatan Fungsional Assessor di lingkungan Kementerian
Pertahanan diajukan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Assesor Utama;
dan
b. Pejabat Eselon I atau Eselon II di lingkungan Kementerian Pertahanan

kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (u.p. Kepala Biro
Kepegawaian Setjen Kemhan) untuk Assessor Madya.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Mekanisme pengusulan angka kredit Jabatan Fungsional Assessor di
lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut oleh Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan masing-masing.

Pasal 30

Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/
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pangkat Assessor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat
diajukan keberatan oleh Assessor yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian

Pasal 31

Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Assessor dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

C.

bagi Assessor:

1.

3.

mengumpulkan dan memfotokopi berkas kegiatan yang telah
dilakukan;

mencatat kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh
atasannya; dan

mengajukan usul PAK kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.

bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk:

1.

2.

menerima usul PAK dari pejabat fungsional di lingkungannya;

meneliti usul PAK yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi untuk Assessor.

setiap usul PAK Assessor harus dilampiri dengan:

a) surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan Assessor dan
bukti fisiknya;

b) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dan bukti fisiknya;

C) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas
Assessor dan bukti fisiknya.

d. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan
penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

bagi Sekretariat Tim Penilai:

a.

membantu Tim Penilai dalam Verifikasi DUPAK;
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menerima DUPAK yang diajukan oleh Satuan Kerja dengan cara
menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;

memeriksa kelengkapan DUPAK dari masing-masing Assessor yang
dikirim oleh Satker;

sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan tim penilai
termasuk ruang rapat, ATK, konsumsi; dan

sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8
(delapan) sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya
pada lajur 9 (sembilan) di akhir halaman DUPAK.

bagi Tim Penilai:

meneliti persyaratan PAK dan bukti yang dilampirkan;

melakukan sidang penilaian Angka Kredit terhadap Assessor yang
akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;

memutuskan  hasil sidang penilaian Angka Kredit dan
menandatangani BAPAK; dan

menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan
dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.
BAB IX
PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 32

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan PNS Kemhan
dari Jabatan Fungsional Assessor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Syarat pengangkatan PNS Kemhan dalam Jabatan Fungsional Assessor:

a.

berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Psikologi dan bidang
ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora (Ilmu
bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu hukum, Filsafat, Antropologi,
Manajemen Sumber Daya Manusia dan [lmu-ilmu sosial yang bersifat
humanistik);

pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang IlII/b;

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi
fungsional Assessor dan memperoleh sertifikat tanda lulus, dan

setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan kerja paling
rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
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Untuk pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali dan
pemberhetian dalam jabatan Fungsional Assessor, ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Nomor 14 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Assessor ditetapkan berdasarkan
jumlah angka kredit yang diperoleh.

Pasal 33

Pengangkatan PNS Kementerian Pertahanan ke dalam jabatan fungsional
Assessor dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional
Assessor dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang Jabatan
Fungsional Assessor ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari
unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA , PENGANGKATAN KEMBALI,
PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 34

Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan Assessor Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)
tahun dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit
yang dimiliki bagi Assessor yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang
dimiliki.

Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan Assessor Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)
tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Assessor yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan
terakhir.

Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan Assessor Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)
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tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Assessor yang
pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan
terakhir.

Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2) dan ayat (3), Assessor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa
jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Assessor;
C. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 35

Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan sementara Jabatan
Fungsional Assessor di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Ketentuan mengenai Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan
sementara Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia dibuat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 15 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Pembebasan sementara Assessor sebagaimana dimaksud pada Pasal 34
didahului dengan pemberian Surat Peringatan yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.

Ketentuan mengenai Surat Peringatan Assessor dibuat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Nomor 16 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 37

Assessor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, dapat diangkat kembali dalam jabatan
fungsional Assessor.

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Assessor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang
dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pengembangan profesi yang
diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Assessor setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
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Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 38

Assessor diberhentikan dari jabatannya apabila:

a.

(1)

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1), tetap tidak
dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi;

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan
pangkat.

Bagian Keempat
Perpindahan Jabatan

Pasal 39
Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam jabatan Fungsional

Assessor atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah
memenuhi syarat sebagaimana berikut:

a. untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Assessor, seorang
PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan;

b. disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada

ayat (1) huruf a, pengangkatan Assessor didasarkan pada formasi
jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan
pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi;

C. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Assessor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 29;
2. memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
dibuktikan telah menyusun paling sedikit 5 (lima) laporan
Assessee;

3. usia paling tinggi S (lima) tahun sebelum mencapai usia
pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya;

4. telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas pada bidang
pendidikan paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan
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5. nilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai PNS Kemhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan
jenjang jabatan Assessor ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang
diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui
penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.

Bagi Assessor yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/
golongan ruang lebih tinggi dari jabatan fungsional Assessor yang
diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi
setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit
ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB XI
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 40

Tunjangan jabatan fungsional Assessor dibayarkan terhitung mulai tanggal
1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Perintah
Melaksanakan Tugas.

Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, tunjangan jabatan
fungsional Assessor dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan
berjalan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan
pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai
bulan itu juga.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki
Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan disampaikan kepada
Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemhan;

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini Deputi Bidang
Informasi Kepegawaian;

C. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;

d. Pejabat lain yang terkait;

e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan

f. PNS Kemhan yang bersangkutan.
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BAB XII
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 41

(1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional Assessor di
lingkungan Kementerian Pertahanan dialokasikan melalui anggaran
Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dirjen
Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan
pengembangan karir Assessor dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau
jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1711

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

Paraf:

Ida Bagus Purwalaksana Kabag Takah Dissip:
Brigadir Jenderal TNI
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Paraf:

Karopeg

Karo TU

Kabag TU Duk Men
Kabag TU Duk Wamen
Kabag Takah Dissip
Kabag Induk PNS

Ksb TU Biro

Ksb Mutjabfung



